
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang 
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG, 

Menimbang a. bahwa dengan adanya penyesuaian pagu Dana Alokasi 
Khusus dan Dana Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 
2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 perlu 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka bu paten Ba tang Tahun Anggaran 2018. 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 65 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

K.ABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

BUPATI BATANG 
PROVINS! JA WA TENG AH 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3381); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106); 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 244); 
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Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 
2018, semula berjumlah Rp l.715.549.533.749,00 bertambah sejumlah 
Rp 12.323.185.000,00 sehingga menjadi Rp l.727.872.718.749,00 

Pasall 

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 65) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BATANG NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

ten tang 
Dae rah 
Daerah 

33. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2017 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Ba tang Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 65). 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota 
Tahun Anggaran 2018; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2017 Nomor 13) ; 



5 

Rp. l.717.472.718.749,00 
Rp. (50.150.238.04 7 ,00) 

Jumlah Belanja 
Defisit 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 

a) Semula Rp. 93.567.496.192,00 
b) Berkurang Rp. (264.790.000,00) 

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 93.302.706.192,00 
2) Belanja Barang dan J asa 

a) Semula Rp. 428.355.843.439,00 
b) Bertambah Rp. 5.433.269.000,00 
Jumlah Belanja Barang clan Jasa Rp. 433.789.112.439,00 

3) Belanja Modal 
a) Semula Rp. 129.829.810.500,00 
b) Bertambah Rp. 6.395.374.000,00 

Jumlah Belanja Modal Rp. 136.225.184.500,00 
Jumlah Belanja Langsung Rp. 663.317.003.131,00 

Rp. 2.000.000.000,00 

Rp. l.054.155.715.618,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung 

Rp. 285.441.321.535,00 

7 .094.540. 716,00 

42.970.807.000,00 

3) Belanja Bantuan Sosial 
Semula Rp. 42.970.800.000,00 
Bertambah Rp. 7.000,00 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 

4) Belanja Belanja Bagi Hasil Kepacla 
Provinsi/Kab./Kota clan 
Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepacla 
Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa 
Semula Rp. 284.548.796.535,00 
Bertambah Rp. 892.525.000,00 
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Provinsi/Kab./Kota clan 
Pernerin tahan Desa sejumlah 

6) Belanja Tidak Terduga sejumlah 

58.649.304.000,00 Rp. 

657.999.742.367,00 Rp. 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hibah 

Semula Rp. 58.782.504.000,00 
Berkurang ~R=P~·~~~1~3~3~.2~0~0~·~0~0~0~,0;....;:..0 
Jumlah Belanja Hibah 

Jumlah Pendapatan Rp. l.667.322.480.702,00 

Rp. 232.903.746.702,00 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 

1) Semula Rp. l .075.996.438.000,00 
2) Bertambah Rp. 11.430.660.000,00 
Jumlah Dana Perimbangan Rp. 1.087.427 .098.000,00 

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 
1) Semula Rp. 346.099.111.000,00 
2) Bertambah Rp. 892.525.000,00 
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 346.991.636.000,00 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 8 

SEKRETARIS DA~U:ATEN BATANG, 

NASIKHIN 

Diundangkan di Batang , ft 
pada tanggal \2. F~~ 20l 

WIHAJI 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 12 .t~ '201 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

0,00 Rp. 

50.150.238.047,00 Rp. 

60.550.238.04 7 ,00 
10.400.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 


